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Dian Nopita Sari (2022) : Implementasi peraturan Daerah Provinsi Riau
1ol Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan
L dan Pemberdayaan penyandang disabilitas di
= Kecamatan Tualang menurut perspektif Figih
= Siyasah.
=
C  Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan kehadiran

pemerintah  untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok mereka. Untuk itu
pemperintah telah mengeluarkan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang pelindungan
dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Permasalahan yang ada di Kecamatan
Twalang ialah banyaknya penyandang disabilitas yang masih meminta-minta di
pasar maupun di lampu merah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan
pe@berdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang?dan apa kendala
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang?
serta bagaimana tinjuan figih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan
penyandang disabilitas?Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana
berlokasi di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan
sumber data primer yakni yang didapat lansung dari responden, dan data sekunder
yakni data yang diperoleh melalui dokumen dan buku terkait dengan masalah
yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dan tentang
situasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiPeraturan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara memberdayakan
pegyandang disabilitas dan juga memberikan berupa bantuan sosial, pelatihan
keterampilan menjahit, namun belum sepenuhnya terlaksana karena masih
baflyaknya penyandang disabilitas yang masih meminta-minta di jalan, pasar
mapun di lampu merah. Faktor penghambat dari pelaksanaan Perturan Daerah
Prgvinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yaitu kurangnya koordinasi baik Dinas
Sgsial maupun Satpol PP, pembaharuan data, kurangnya sosialisai, kurang
mﬁsimalnya pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia.Faktor penyebab
timbulnya penyandang disabilitas yang belum mandiri, diantaranya: karena faktor
ek@nomi, faktor pendidikan, dan kondisi daerah. Tinjauan figih siyasah yang
befkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara
pemimpin dengan rakyatnya.Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
khususnya di Kecamatan Tualang menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan
Siyasah Dustiriyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan umatnya
walaupun masih ada kendala.

tha kunci:  Implementasi, Perlindungan ,Pemberdayaan, Fiqgih Siyasah
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Aéalamu’alaikum Wr. Wb

= Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dengan

n

rafnat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
seftingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca
w

L
yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Py

o Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala penulis berhasil

mecnyelesaikan skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH ”. Sholawat dan salam tak lupa diberikan keoada baginda
Rasulullah shallallahu’alaihi wassallamyang telah membawa umatnya dari zaman
jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

7

m%nbantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan

teéuwn tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis
B8

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

=

Kedua Orang Tua, Ayahanda Noferi Iswandi dan Ibunda Yulinen Rita,
orang yang paling berharga dan hebat di dunia ini, yang telah mencintai
penulis, yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih
sayang, yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa dan

dukungan,terimakasih kepada adik laki-laki Erian Pangestu serta keluarga
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besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr.
Khairunnas, M.Ag.yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk
menuntun ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil
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Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang telah
memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis Bapak Zulkayandari, Dr., H,.M.A yang senantiasa
meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.

Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA
Riau.
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skripsi ini.
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A;

©

I BAB I

{ah]

G

o PENDAHULUAN
=

jeb)

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang tediri dari

n 3t

Eberibu pulau yang dibatasi oleh lautan, sehingga dalam menjalankan suatu
g)sistem pemerintahan Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi,

w

gkabupaten dan kota dan struktur pemerintahan diatur dengan undang-
py)

sundang.'Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan yang tercantum di
c
dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti seluruh
tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang
berlaku.Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan
kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi Pemerintah Provinsi

an Kabupaten untuk memanggil tanggung jawab yang lebih besar dalam

_JSI aé_l?]S

elayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus

Jruare

fumah tangganya sendiri. Hal ini yang disebut dengan Otonomi Daerah.?
Untuk menjalankan Otonomi Daerah, maka perlu adanya peraturan

yang mengatur dalam pemerintahan daerah tersebut.Pemerintah daerah

JISI9ATUN)

0 A

tersebut diberi hak untuk membuat peraturan yang dinamakan Peraturan

aerah.Peraturan Daerah merupakan produk kewenangan antara Pemerintah

Pe

AgEHN S

! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him.17.
2 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah otonimi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
da, 2002),cet ke-2,him.1.
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©
mZIIDaerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dibantu oleh

G
~bebrapa instansi terkait dalam pelaksanaannya agar lebih efektif.?

o

= Peraturan Daerah adalah salah satu instrument bagi pemerintah daerah

idalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-
ibenar nyata dan bertanggung jawab, hak ini terakomodir dalam UU Nomor 32
ZTahun 2004, khususnya Pasal 136 ayat (2) yang menyatakan bahwa peraturan
%)daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

L
Y Pprovinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.*

g Salah satu Peraturan Daerah di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah
No. 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang
disabilitas. Pasall Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa penyandang
disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan
intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan
berbagai hambatan,hal ini dapat mencegah partisipasi penuh dan efektif dalam

masyarakat berdasarkan pada prinsip asas kesetaraan dengan orang lain.

Disabilitas merupakan realitas sosial yang sering dihadapi oleh

18] 23°3S

asyarakat.Berbagai kasus bencana yang melanda masyarakat menambah

Jrure

daftar disabilitas yang disebabkan karena faktor alam.Penyandang disabilitas
embutuhkan perlindungan dan kehadiran pemerintah negara untuk
memenuhi  kebutuhan dasar kelompok mereka.Kemampuan negara

menyediakan layanan kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran

Ajrs1aaAru

husus. Kesadaran timbul dengan antusiasme aparatur secara top-

S ue3[ng jo

® Tim Redaksi, Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 beserta
elasannya( Jakarta : Ramdina Prakarsa,2004), cet.Ke-1,him.4.

* Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia, (Bandar
pung: Indepth Publishing, 2012), him.76.

X
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©
mIdownmaupun bottom-up dari masyarakat menuju kepada simpul-simpul

:kekuasaan pengambil kebijakan publik sehingga terasa keberadaannya.’

©
= Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan Undang-

?undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

zPenyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal

Zyang secara spesifik mengatur tentang bantuan sosial pasal 41 ayat lyang
%)menyatakan bahwa: Bantuan sosial diarahkan untuk membantu
gpenyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya
g}uga disebutkan penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas pada
ayat 3 yang mengatakan bantuan sosial sebagai yang dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada:
1. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabiltasi dan
belum bekerja.

2. Penyandang disabilitas, memiliki keterapilan kerja dan mampu bekerja.

Pada ayat 4 disebutkan bahwa ‘“Bantuan sosial sebagaimana

W
%dimaksud dalam ayat (1) dapat juga berupa :

g.l. Bantuan materil

22. Bantuan finansial

SB. Bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan

dokumentasi penting, seperti KTP, KK, Akte, jaminan kesehatan dan
lain-lain.

Bantuan informasi.®

&

N

*Muhammad Julianto, Politik Hukum Disabilitas, Jurnal of disability studiens, Vol.6,
, jan-jun 2019, him.129.
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Di Kabupaten Siak, khususnya Kecamatan Tualang memiliki

ABH @

&)

jumlah penduduk 108.575 jiwa, dari jumlah yang telah disebutkan jumlah

eydi

penduduk di Kecamatan Tualang menurut data di Dinas sosial terdapat

I wl

133 orang penyandang disabilitas. Rinciannya, tuna daksa 34 orang, tuna

etra 17 orang, tuna wicara 11 orang, tuna rugu 6 orang, tuna rungu/wicara

10 orang, tuna netra dan cacat tubuh 5 orang, tuna netra /rungu dan wicara

SNIQ Y

sn

1 orang, tuna rungu /wicara dan cacat tubuh 3 orang, tuna wicara/netra dan

e

—cacat tubuh 4 orang, cacat mental retradaksi 17 orang, mantan penderita

e

Cganguan jiwa 4 orang, dan cacat fisik & mental 21 orang,bahkan diantara
mereka sejumlah 30 orang penyandang disabilitas yang masih terlihat di
perempatan jalan, pasar, maupun di lampu merah yang meminta-minta.’

Penyandang disabilitas di atas belum sepenuhnya mendapatkan
perhatian dari pemerintah, banyak diantara mereka yang belum mandiri

sehingga mereka masih megharapkan belaskasihan orang lain dan juga

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selaku penyelenggara seharusnya

[SI @3¢}
-
3
5
&
3
5
o

e

perlu menentukan suatu perencanaan pembangunan nasional dalam rangka

QD

ewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kecamatan Tualang

khususnya dalam menjamin bantuan sosial, khususnya lagi memberikan hak-

hak penyandang disabilitas secara adil dan merata di Kecamatan Tualang.

Ajrs1aaru

Berdasarkan hal ini Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang

[0S o

mdiberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di

Aglu

®Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan

Pefiberdayaan penyandang disabilitaspasal 41.

gt

" Data Dinas Sosial Kabuapetn siak tahun 2020
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©
mIbidang sosial, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna

G
omewujudkan kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-
o

gundang. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun

22009 tetang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan,

zoenyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu

Zdan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah daerah dan
w
gmasyarakat dalam bentuk kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan
L

©dasar seluruh warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, kemanan sosial,
py)

g'pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.?

Secara mendasar Negara memiliki kewajiban untuk menjamin
kesejahteraan rakyat tanpa membeda-bedakan kategori Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)yang termasuk dalam hal ini adalah penyandang
disabilitas di Kecamatan Tualang.

Keberadaan disabilitas patut untuk diperhatikan khususnya di

wilayah Kecamatan Tualang.Sebagai wilayah yang beroperasi besar di
w

gbidang industri wilayah ini mengutamakan pekerja yang produktif,
(¢]

@rofessional, tanpa kekurangan suatu apapun.Hal ini yang membuat
+¥]

§plampak besar mata pencarian dari penyandang disabilitas.Tak hanya dari

m

Cpekerjaan, mereka pun harus bertukar pikiran untuk kembali dipandang,

sebagian dari mereka harus hidup dengan kerja keras, dan tidak jarang

I9AIU

1S

uga hanya menjadi belas kasihan orang lain, seperti pengemis (orang yang

&

eminta minta).Karena kurangnya pendataan ulang terhadap orang

o

enyandang disabilitas tersebut.

8Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2019
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6
©
g Di dalam Syariat Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan
-
oaktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan),
o

wpilinan, maupun ketetapan.Hukum Islam tersebut digali dan dalil-dalil
—terperinci, yaitu al-Quran dan Sunnah, dan lain-lain yang diartikan sebagai
=

ckedua sumber tersebut. Disyari’atkan hukum Islam adalah untuk

memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadatnya

nSN

Pyang merupakan perwujudan dari pengaturan Islam terhadap pemeliharaan
jeb)

—‘Agama, akan dan jiwa.’

QD

- Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan
istilahdzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a’dzar orang-orang yang
mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.'® Salah

satu ayat yang berkaitan tentang Disabilitas adalah dalam Q.S An-nur ayat 61,

yang berbunyi sebagai berikut:

. sE o L o€ o ~“ 88 .

MJ&@;Y‘CJ’Y}J“Q‘WCJ’Y)J&WN‘ SN

2 E £ 285

.&:.ma_:b\\)ﬁ/‘bwré;v}q)lu}qv_%ub\;)\u}qvﬁ_é.ﬁju}ar

Artinya : “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit,
dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian,
rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian...”( Q.S An-nur
Ayat 61)."

S|3o AjrsIdATU) dIUTR[S] d)B}S

c °Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam (Jakarta: Pt. Raja Grafindo
PelSada, 2002), cet.ke-1, him.308.

=  Ahmand Muntaha AM, Pandangan Islam Terhadap penyandang Disabilitas,
httgs:/islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas, (diakses
pukul 22:04 , tanggal 07/06/2021).
'Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta:
InsBitut 1Imu Al-Quran,2019)

Ie
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Salah satunya penulis ambil adalah siyasah dusturiyah,

ABH @

)

yangdimaksud dengan siyasah dusturiyah ialah siyasah yang membahas

1d 1|

tentang perundang-undangan atau siyasah yang mengatur tentang dasar

IJ:_ILUB

dan hubungan kerja sama sesama masyarakat baik secara tertulis maupun

AR

idak tertulis mana peran pemerintah dalam melindungi warganya.*?

Dalam Figih Siyasah diatur bahwa penetapan hukum Islam

aruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapailah apa

Zyang dicita-citakan dalam aturan yang telah ada.lsKeberadaan Peraturan

nely eysng N

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, di Kecamatan Tualang
belum sepenuhnya dapat telaksana karena masih banyaknya penyandang
disabilitas yang masih meminta-minta di jalan, di pasar dan di tempat
keramaian, dan penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan penyandang disabilitas, Oleh karena itupenulis mengangkat
E‘:%kripsi dengan judul:“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau
i,:j\lomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

gPenyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang Menurut Perspektif Figih

o]
Siyasah”.

£

S
B.~Batasan Masalah

::

L; Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan
Lo =

gtlatar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.Penulis
Y

=

n 124 hi

< lbid ,him177-178.

H.A Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu

Syaijah,(Jakarta: Prenada Media Group,2003), him. 38.
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©
mImenerapkan bahawa dalam penelitian Penulis hanya terfokus pada

G
olmplementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang

o
EPerIindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dan apa kendala

=]
—dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013
=

Stentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, serta
=z
Ubagaimana tinjauan figih siysah terhadap Implementasi Peraturan Daerah
c

w
gProvinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

?Penyandang Disabilitas
c

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan
diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun
2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di
Kecamatan Tualang?

Apa kendala implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18
Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang
disabilitas di Kecamatan Tualang?

Bagaimana tinjauan figih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan

pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang?

neny wisey jrredAg uejng jo &4}91%qun dTwe[s] 33835
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D—LTujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

10 ).

nelry eysng Nin y!tw eyd

neny wisey jrreAg uejng jo AJISIdATU) dIWE]S] dje3s

1. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji penulis

kemukakantujuan penelitian:

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang

Untuk mengetahui kendala Implementasi Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tualang

Untuk mengetahui Tinjauan Figih Siyasah tentang Implementasi
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas di Kecamatan

Tualang.

Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang

ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui
penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi
bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para
pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian program

sarjana S1.
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©
mISistematika Penulisan
; Dalam upaya mengakaji pokok permasalahan yang dikaji dalam
E’penelitian ini. Peneliti menguaikan dalam lima bab bahasan. Dimana antara
gmasing-masing bab di posisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan
gecara logis. Seperti biasa dalam skripsi akan diawali dengan pendahuluan dan
idiakhir dengan penutup. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:
‘E_BAB | : PENDAHULUAN
Q;:;; Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah,
g rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN TEORITIS
Bab ini memuat landasan teori tentang pengertian implementasi,
pengertian Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah,
undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindugan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas,
hak-hak penyandang disabilitas,bantuan sosial dan konsep Figih
Siyasah Dusturiyah.

AB IIl : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan membahas metode penelitian seperti jenis
penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel ,sumber dan
jenis data, metode pengumpulan data , analisis data dan juga

metode penulisan.

neny wisey jrredAg uejng jo AHSJaA;ug dTUIR]S] 3}€}S
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: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum
tentang sejarah, kondisi geografis dan kondisi umum Kecamatan
Tualang dan Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun
2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas di
Kecamatan Tualang dan tinjauan figih siyasah terhadap
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun
2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan disabilitas di

Kecamatan Tualang.

: PENUTUP

Dalambab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil

berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.
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-
9) TINJAUAN TEORITIS
-
m - -
AgPengertian Implementasi

Kata “Implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

iartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.**Implementasi adalah suatu

1S NJN A

egiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana,

teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan. Implementasi

Y eysn

merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan

nel

ssemua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan
dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat kebutuhan, siapa yang melaksanakan,
dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus
dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program
atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah
myang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna

Y] . . . 15
=smencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

wes]

~rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

n

Sbiasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.Menurut
<

(g°]
#Nurdin Usman pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang

I

=t
Lédirencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.*®

L 2]

0

=

=  “Implementasi” Kamus dari KBBLhttp://kbbi.web.id/implementasi.html. (diakses

tarigal 28 Maret 2022, Pukul 16:13)

YSyukur, Abdullah.1987. KumpulanMakalah Study —Implementasi Latar ~ Belakang
Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”,Persadi,Ujung Pandang,hal. 40
*Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,(Jakarta:
Grasindo,2002),hlm.70.

1eXg
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Menurut beberapa para ahli, yaitu Menurut Purwanto dan Sulistyastuti

123eH 6

implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran

eyd

kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor

,ULU

epada kelompok sasaran (target grup) sebagai upaya untuk mewujudkan

ebijakan.Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi adalah tindakan yang

S NIQ

ilakukan oleh seseorang atau pejabat,pemerintah atau badan swasta untuk
encapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.*’

Daniel A. Mazmanian dan paul A. Sabatier menjelaskan maka

nely eysn

implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bedan peradilan.
Pada prinsipnya, keputusan ini menggarisbawahi masalah yang harus
dipecahkan,tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai caradimana
proses implementasi dapat disusun atau diatur.'®

ml’ahap-tahap implementasi, diantaranya adalah :

1

Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau
catur wulan, bulanan, mingguann dan harian, dan juga program orisentasi
dan konseling serta program pendukung.

Pelaksanaan pembelajaran, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses
interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan

perilaku kearah yang lebih baik.

uej[ng jo &usm&mﬂ DIME[SERIE

“Novi  Fuji  Astuti,  pengertian  Impelementasi Menurut para  ahli,

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

httg://m.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-
repgananya-kin.html ,(diakses pukul 12:26,Tanggal 19/11/2021)

¥Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy, Scott
FoFesman and Company, USA, 1983, him 139

Ie
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©
mIS. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan
: kurukulim catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau
E- sumatif mencakup penilaian keseleuruhan secara untuh untuk keperluan
i evaluasi pelaksanaan kuruikulum.*
i Dalam hal ini dapat disimpulkan implementasi adalah kegiatan
5 yang terencana menentukan tujuan-tujuan,sasaran dan tanggung jawab
5 dalam terlaksananya peraturan-peraturan daerah.
o
Bg Pengertian Peraturan Daerah
- Peraturan Daerah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur
APBD karena penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pengeturan
lebih lanjut dalam bentuk perda.
Peraturan daerah adalah sebagai berikut :
ml. Peraturan negara, yang berlaku untuk negara tersebut. Peraturan Daerah
;’;: Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
g.z. Peraturan Daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota
E- dengan persetujusn Bupati/ Walikota..”’
g, Definisi tentang Peraturan Daerah adalah berdasarkan ketentuan
(g°]

undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-
jmdangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lo =

g’DPRD) dengan kepala Daerah baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

g ¥ Haifatul Isnani dan Sri Rahayu, Makalah Implementasi Kurikulum,
http://ghufrondimyati.blogspot.com/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html (diakses
Pukul 14: 35 Tanggal 01/12/2021)

= % Sari Nugraha.2004, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh
Peﬁ\erlntah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, vol 23(1):27
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©
mIDaIam ketentuan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah

G
Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi
o

EJDaerah Provinsi/Kabuoaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan

%enjabaran lebih lanjut dari  sebuah hukum yang lebih tinggi yang

znemperhitungkan kekhasan masing-masing.Peraturan daerah merupakan

5enjabaran lebih lanjut dari peraturan yang dibuat untuk melaksanakan
w
gperaturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri

il
Skhas masing-masing daerah.Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan

giepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
Peraturan daerah lainnya.?*

Definisi lain tentang peraturan Daerah Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa
peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
Kabupaten/kota. Setelah itu, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang
pemerintan  daerah  ditegaskan bahwa peraturan  dibentuk  untuk
gnenyelangarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk
%erda.Dalam ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala
%aerah. Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu:
Penyelengara otonomi daerah dan tugas pembantuan

Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.**

2l Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratururan

ndang-undangan
22 Hasyimzoem, Yusnaini dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: PT Raja Grafindo
da, 2017),him 146.

&g ule3ng jo A3rs33a14Q
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Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mana di
_entuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan
ersama dengan kepala daerah yaitu Gubernur atau Bupati/walikota. Dalam
gngka menjalankan otonomi daerah, memiliki kewenangan dan kemandirian

alam menjalankan urusan pemerintahan daerah.?Oleh karena itu peraturan

aerah menjadi wujud nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki

NSNI @AW B3dixyeH @

;_bleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah sebagai penjabaran
jeb)
-dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan

gnemiliki khas daerah masing-masing.

Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadikan
kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka
peningkatan pelayanan maupun dalam meningkatkan peran serta masyarakat

dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan

proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. 2

;U") Kebijakan dalam menangani peraturan daerah yang sudah ditentukan
-

(¢] . ! .

-atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penjelasan peraturan
&

=kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
-

?erkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap wara negara
frgtau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan tersebut tidak
W

::

]

(=}

Lo =

n

=

E

w 2 Abu Samah, Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah, ( Pekanbaru
Suekapres,2018), cet. Ke-5, him.67.

1,

24 Rahayu ani sri, Pengantar Pemerintah daerah, ( Jakarta : Sinar Grafika,2018), cet ke-
112-115.
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©
miﬁwemiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang
-
formal baik langsung maupun tidak langsung.”®
Undang-undang dapat dinyatakan bahwa sebagai peraturan perundnag-

ndangan yang tertinggi, di dalamnya tercantum adanya sanksi dan mengikat

ldw eyd

asyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam arti formil dan materil

NI

querupakan terjemah dari wet in formelezin dan wet in materielezin dalam

c
Uxbahasa belanda. Undang-undang dalam arti formil yang dibuat oleh Regering

jeb)
-dan Staten General bersama-sama terlepas apakah isinya peraturan atau
QD
Spenetapan.Selanjutnya undang-undang dalam arti materil adalah setiap

keputusan yang mengikat umum.?

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan,

w

-

2. . | .

=siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagimana

e

wn . L o o -

=cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut

B8

~setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian

prog J p yang Peng

=

Ekeputusan, langkah menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program

(g°]

-t - 27

wyang ditetapkan semula.

<

=)

Lo =

8

o

§ %% Ridwan Tjandra, Hukum Administarsi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
20%7),him.178

W 2 Sumarni, “kedudukan Islam dalam Negara Republik Indonesia”,Al-adalah, Vol.X,
Ne< Juli 2021.hIm 45

T Abdullah Syukur,1987, kumpulan Makalah “ Study Implementasi Latar Belakang

kodsgp Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pemabngunan”, Persadi, Ujung pandnag, him 40

nery wisey gue
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Dalam proses Pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur

penting dan mutlak yaitu:

Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan

Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.?®

Pengaturan Daerah untuk yang pertama pengaturannya mengacu

kepada pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD dan pemerintah daerah

untuk menjalankan kewenangan sebagai berikut:

=

Terbentuknya ketertiban daerah.

Membahas dan menyetujui usulan Peraturan daerah untuk APBD dengan
pemimpin daerah.

Mengawasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya,
peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan
program pembagunan daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasiaonal
daerah.

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil

kepala daerah kepada kepada presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi

nery wisey JieAg uejpng jo AJISIdATU() DTWR[SI,2ILIS |,

28 Abdullah Syukur, ibid, him 398
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DPRD provinsi dan kepada Menteri dalam Negeri melalui Guberneur bagi
DPRD kabupaten/kota.

Mewakili wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah.

Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai
rencana kesepakatan internasional yang disusun oleh pemerintah daerah.
Persetujuan rencana kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah.

Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerahdalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum kepala daerah.

Membantu dan meminta laporan KPUD saat melakukan pemilihan kepala

daerah.

. Persetujuan rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang

membebani masyarakat dan daerah.?

Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan itu

=adalah sebuah program yang di jalankan atau di tetapkan oleh pemerintah dan

m

giarus sejalan dengan situasi atau kondisi yang ada saat sekarang , baik dalam

e

w

Ebentuk lapangan maupun dalam bentuk luar lapangan, yang mana dalam

Pelaksanaan tersebut melibatkan unsur-unsur ~ dan usaha-usaha yang

jo

3
D
>
(o
[
=
[
>

«

A uejn

0
@D

nery wisey gie

2 Maria farida indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan

entukannya,( Jakarta : kanisius,2002), cet.5, hIm 35
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@)

DIPeraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang

qe

operlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013

w eyd

—Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, bahwa

X

Cperaturan pemerintah ini ditetapkan oleh Gubernur yaitu Gubernur Provinsi

=
¢Riau, juga pemerintah daerah Kabupten/ Kota yaitu Bupati/ Walikota dan juga
c

:%Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau sebagai unsur
g'penyelenggaraan pemerintah Daerah. Pada perda ini menjelaskan bahwa
Cpenyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik,
mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam
interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi asas
kesetaraan dengan orang lain. Dalam hal ini penyandang disabilitas perlu

perlindungan yaitu upaya penghormatan pemenuhan kesamaan kesempatan

bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksessibilitas,

pe

w
%rehabiIitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf
§kesejahteraan sosial.®

z Berdasarkan pasal 5 ayat (1) bahwa setiap penyandang disabilitas
g'mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
é‘penghidupan dan dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang
Sc;jwajib mengakui, menghormati dan mewujudkan kesempatan yang sama bagi
g:penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

0p]

%0 peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan
erdayaan penyandang diabilitas, BAB | Ketentuan umum pasal 1, him 3

nery wisey gie
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Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang

23EH @

mempunyal kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama , untuk

eydi

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di
erlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan

emenuhan hak-hak penyandang disabilitas, guna menyelenggarakan

NIQ LW

U’oerlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan

c
Psarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan

jeb)
sherkesinambungan dari pemerintahan Povinsi Riau tentang perlidungan dan

gpemberdayaan penyandang disabilitas.™
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun
1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik

“Andonesia Nomor 28 Tahun 2002, Undang-undang Republik Indonesia Nomor

e}

L

0 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,

Ture[s

Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Undang-undang

epublik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Republik

IBAIU% DI

Indone3|a Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia

318

Nomor 72 tahun 1991, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Pe

Ag uejIng jo

$'pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan
erdayaan penyandang disabilitas

nery wisey gie
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©
Ttahun 1998 , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011,

Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012.%

2 ye

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perlindungan dan
mberdayaan penyandang disabilitas yang terdiri dari: ketentuan umum, Asas

an Tujuan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kesamaan kesempatan,

|@_)1IJULU ejdi

N

Uﬁksessibilitas , Rehabilitasi, Bantuan Sosial, seni, Budaya dan Olahraga,

n

gPemeIiharaan Taraf kesejahteraan sosial, Informasi bagi penyandang

=

sdisabilitas, tanda-tanda khusus bagi Penyandang disabilitas Tuna Netra dan

gTuna Rungu dalam berlalu lintas, partisipasi dan peran masyarakat, Komite
hak-hak penyandang disabilitas, intsentif dan Penghargaan, Tugas
Pembantuan, pemberdayaan dan Kemitraan, Organisasi Penyandang
disabilitas, Partisipasi Politik, Bantuan hukum, pembinaan dan Pengawasan,
Sanki administrasi, Penyidikan Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan,
ketentuan Penutup.®

Pemerintah provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan Undang-

ndang No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal

dTUIe|S] 3P}

d

ang secara spesifik mengatur tentang bantuan sosial pasal 41 ayat 1 yang

I9ATU

menyatakan bahwa:

Ay1s

1. Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar

dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

%2 peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013,
indungan dan Pemberdayaan penyandang disabilitas, him 1

*pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan
erdayaan penyandang disabilitas, him 2

S ufe3ng jo

nery wisey gie



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

AS uej[Ng JO AJISIIATU() DTWIR]S] d)¥}S

nery exsng NInMliw eydio ey @

-

e

23

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas.

b. Mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang
disabilitas.

c. Mendapatkan kemudahan dalm memperoleh kesempatan berusaha.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan
belum bekerja.

b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi,
memiliki keterampilan kerja dan mampu bekerja.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Bantuan materil.

b. Bantuan finansial.

c. Bantuan fasilitas pelayanan (kemudahan dalam mendapatkan
dokumentasi pentng, seperti KTP, KK, Akte, Jaminan kesehatan dll

d. Bantuan informasi.

Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-

lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta

dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Gubernur.®*

pe

nery wisey gie

%*peraturan pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan

erdayaan penyandang dsiabilitas, him 17



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

E.

24

=<

antuan Sosial
Bantuan sosial (bansos) adalah transfer uang dan barang kepada

masyarakat untuk melindunginya dari kemungkinan resiko sosial dan

1w eydio ye

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bantuan sosial diberikan secara

angsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk

NI

didalmnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidan pendidikan dan

sng

z_keagamaan, sifatnya terus menerus dan selektif.

Dinas Bantuan sosial bisa ‘“dengan syarat” atau “tanpa syarat”,

neiy e

diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam.Untuk

periode bantuan sosial bersifat sementara (untuk korban) atau permanen

(untuk penyandang cacat) dan dapat berupa uang tunai atau barang.*®
Pemanfaatan Bantuan sosial berdasarkan dana APBN dikelompokan

menjadi empat bidang yaitu:

=

Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Beasiswa pendidikan
Siswa/Mahasiswa Miskin.

Bidang kesehatan meliputi program Jaskesmas dan Pelayanan kseshatan di
Rumah sakit kelas I11.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM perdesaan mencakup
kecamatan, PPK,P2KP,PNPM  Perkotaan, PNPM Infrastruktur
Pedesaan/PPIP, PNMP Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah).

w
neny wisey jrrefg uejng jo AJ}SJaA;uQ dTwre[s] 33e3s

% Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, (Bandung : Fokus Media,2012)hIm 2-
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Bidang Program Keluarga Harapan/ PKH dan bantuan sosial meliputi

BLT.%®

ejdio jey @

Dapat disimpulkan bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan

i(epada masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi, penyandang cacat

=
catau bantuan dari sekolah yang mana telah melalui pendataan, oleh karna itu

ozt;antuan sosial harus di berikan ketangan yang tepat.

c
w

F.awPengertian Disabilitas

Py
o Hak manusia sangat lah di junjung tinggi demi kepentingan hidup
c

karena manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang bantuan
orang lain, manusia memiliki hak untuk hidup dan dapat penghidupan yang
layak, seperti orang penyandang disabilitas.

Menurut istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Different
ability artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat dari

beberapa istilah untuk penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas

@)
-

%bahwa Kementerian Sosial menyebutkan dengan istilah penyandang cacat,
E—Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan
B8

~khusus dan Kementerian Kesehatan menyebutkan dengan istilah penderita
=

Ecacat.’’

<

4

@ Adapun menurut istilah lainnya disabilitas merupakan adaptasi dari
=

]

©kata bahasa inggris “disability” yang menurut badan kesehatan dunia memiliki

spek vyaitu, impairment adalah kehilangan struktur, fungsi, psikologis,

*Ibid, him 3
%"Sistem perlindungan anak berkebutuhan khusus,pengertian, jenis dan hak penyandang

Ag ule3ng j

disdbilitas, https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-
disabilitas/723-penyandang-disabilitas, (diakses Pukul 14:32, Tanggal 29/11/2021)

nery wisey
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©
ml?risiologis atau anatomis. Disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan atau

-
ohilangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam apa yang dianggap

d

anormal bagi individu sebagai akibat dari disabilitas tetapi suatu kerugian bagi
seorang individu sebagai akibat adanya impairment dan disability.*®

Terdapat beberapa pengertian disabilitas menurut beberapa para ahli

NI W

Oyaltu Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang

n

Lyang mempunyai kelainan dan atau yang dapat menganggu aktivitas.Menurut
jeb)
Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johson,mengungkapakan bahawa

gmasalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat disabilitas adalah
bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga
orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya,
lingkungan sekitar telah meberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa
mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari
berbagai masalah. Dalam keadaan terbatas dan asumsi negatif dari orang lain,

g'?adaorang yang terus-menerus berusaha untuk tidak bergantung pada orang

;Elain.g’g

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi

anusia, peyandang catat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan

ug dTUIR|S

I

fb'yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan
-t
W
Lzrkekhususannya. Menurut Resolusi Nomor 61/106 tanggal 31 Desember 2006,

=)
;penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin
o

x
Aguey

w T

%8 Ani Nur Syyidah, “ Dinamika Penyesuaian Penyandang Disabilitas di Tempat Magang
”, Forum: Jurnal Inklus, Vol2, No.1 (Januari-Juni 2015)

%9 |stifarroh dan Wihi Cahyo, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di
sahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara, Mimbar Keadilan, VVol.12 No. 1, Juli 2019.hIlm

e

e
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©
mIoIeh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individu normal

:dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka,baik yang

o

gbersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.*’
3 Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 perlindungan
=

C-disabilitas adalah upaya untuk menghormati dan mewujudkan persamaan

5kesempatan bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas,kegiatan

E_rehabiIitasi/pemberdayaan, dukungan  sosial, dan  mempertahankan

;oeningkatan derajat.**

g Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak
untuk tetap berada dalam komunitas lokal.Para penyandang disabilitas harus
menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan,
pekerjaan dan pelayanan sosial.Sehingga hak-hak penyandang disabilitas

dalam perspektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok

masyarakat tertentu.*?

w
GEHak-hak Penyandang Disabilitas

(¢]

E:"': Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Indonesia telah
+¥]

Emeratifikasi konvensi mengenai hak penyandang disabilitas ( Convention on
sthe Rights of Person with Disabilites/lUN CPRD). Konvensi tersebut
<

Emembantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah
<

=)

Lo =

8

=

0 Tim Independent Rights dan PPRB Yayasan Bhakti Luhur, Hak-hak Penyandang

Diabilitas, cet I, Cbm, Malang,2016.him 105

“pemerintah Daerah Provinsi Riau, Nomor 18 Tahun 2013, Perlindungan dan

Pemberdayaan penyandang disabilitas, him 4

Ie

#2 Bagir Manan dkk.,Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di

Ind@hesia , Alumni ,2006 him.140-152.
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©
ﬁnayarakat yang setara dengan masyarakat lain. Adapun hak-hak penyandang

:disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara yaitu :*
E-l. Hak Persamaan dan Nondiskriminasi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan
kesempatan yang sama, dengan umat manusia di hadapan dan di bahwah
hukum, merkea jugak berhak mendapatkan oerlindungan dan manfaat
hukum yang setara tanpa mendapat diskriminasi.

Hak Aksesbilitas

nely ejsng Nin 3w

Sebagian bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas juga
memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara
bagi semua orang.Dalam hal ini termasuk kesempatan yang setara
terhadap fasilitas dan layanan publik.Hal ini bertujuan untuk member
penyandang disabilitas kesempatan untuk bisa hidup secara mandiri dan

berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan.

w

Hak untuk Hidup

Sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga
berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, ini adalah prinsip
moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki

hak untuk hidup secara khusus itu tidak bolehdibunuh oleh orang lain .

s

Hak Peningkatan Kesadaran
Penyandang disabilitas sering kali di pandang sebelah mata di

berbagai Negara.Peningkatan kesadaran terdapat disabilitas ini bertujuan

S ule}[ng Jo AJISIDATU() dIWIR[S] d)e}§

*3Badan Pembinaan Hukum Nasional.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Talun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities
(KBhvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-
hakzpenyandang-disabilitas-yang-harus-dipenuhi-negara (Diakses pada 03 /12/ 2020 )
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untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat
keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan mendukung
penghormatan terhadap hak dan martabatpenyandang disabilitas.
Hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan

Eksploitasi, kekerasan dan pelecehan dapat terjadi pada siapa saja
termasuk penyandang disabilitas.Olen karena itu, negara harus
memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya untuk bebeas dari
segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Penyandang
disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dan mampu berpartisipasi dalam
semua tahapan proses dan prosedur di bawah hukum untuk kesetaraan
dengan orang lain di dalam masyarakat.*!

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan orang-

orang normal pada umum nya seperti mendapatkan jaminan sosial, hak untuk

hidup,hak kebebasan dan lain sebagainya sehingga tidak ada pembedanya,

hanya saja mereka mendapatan hal spesial dari bentuk tubuh atau yang lainya.

Q orurefs

JATU

AJISI

ging g

kall?ls

onsep Figih Siyasah Dusturiyah

Istilah Figih siyasah terdiri atas dua kata, yakni figih dan siyasah.Kata

iqih berarti tahu, paham, dan mengerti, Figih adalah istilah yang di pakai
'dalam konsep hukum Islam.Secara etimologis figih adalah keterangan tentang
pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud
erkataan dan perbuatan. Dengan lain istilah figih menurut bahasa adalah

engertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan

neny wisey| Eueﬂ[g u

*nttps://www.halodoc.com/artikel/ketahui-hak-penyandang-disabilitas-yang-harus-

huhi-negara (Diakses pada 03 /12/ 2020 )
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©
mIpembuatan manusia. Secara terminologis, figih adalah pengetahuan tentang

-
ohukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang

o
adiperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau

=
—hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-

=
sunnah).®

b Figih siyasah membicarakan tentang perundang-undangan, yang

c
“menyangkut tentang pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga

jeb)
hegara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan

ghubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.Siyasah berarti

undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemajuan serta
mengatur situasi.Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan
mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan
membimbing masyarakat pada kemasalahatan dan menjauhkan diri dari
kemafsadatan.*®

Figh siyasah menurutAbdurrahman Tajterbagi menjadi tujuh

idang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri’iyah

ISL 23038

e

(legislatif), siyasah gadhariyah (peradilan), siyasah maliyah ( keuangan),

QD

iyasah idariyah (administarasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan

I9AIU

siyasah kharijiah (luar negeri).*’

Berdasarkan perbedaan di atas, kita dapat menyederhanakan

S jo A318

embagian Figih siyasah menjadi tiga bagian utama. Pertama, politik

o)
AsSueyn

A

**Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),(Bandung :
ustaka Setia,2012),him 13

“® Boedi Abdullah, Loc.cit,hlm 16

*"Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syari’iyyah wa al-Figh al-Islami, (Mesir : al-
¢ah,t.t), him 8-9.
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©
mIperundang-undangan (siyasah dusturiyyah).Bagian ini meliputi pengkajian

G
otentang penetapan hukum (zasyri‘iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan

o
o(gadha’iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administarsi pemerintahan

3
—{(idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.Kedua, politik luar negeri
=

S(siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah).Bagian ini mencakup hubungan
Z
Ukeperdataan atau warga negara yang Muslim dengan non-Muslim. Ketiga
c

w
gpolitik keuangan dalam moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas
A .
Bsumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
c
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan
perbankan.*®
Siyasah dusturiyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan
dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan

(kepala negara) batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat,

~dan ketetapan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam

%siyasah dusturiyah ini  meliputi masalah-masalah imamah, hak dan
gkewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai’at, waliyul’ahdi,
goerwakilan, ‘ahlul halli wal aqdi dan wazarah.*

% Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah itu sendiri
i

Er'dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-
=

@ndangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
<

m—
-

gdengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia

@)
< “Muhammad Igbal,M.Ag, Figh Siyasah Kontekstualisasi ~Doktrin  Politik

IsI&, (Jakarta:Prenadamedia,2014) him 15-16

*9 Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), him40-41.
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©
mIserta memenuhi kebutuhannya. Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia,
G
osemula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang
o
wpolitik maupun agama.
=
.=Penelitian Terdahulu
=
= Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam
w
gmelakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang
—~
Ydigunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan.Penelitian diperlukan
o)

dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan

nei

dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. Agnesia Allensky (2017) Tentang *“ Implementasi Perda Nomor 18 tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di
Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksessibilitas bidang sarana dan
prasarana transportasi)” hasil pada penelitian ini yaitu bahwa penyandang
disabilitas dalam UUD 1945 dijamin memiliki status, hak , kewajiban dan
peran yang sama dengan warga negara lainnya. Layanan sosial dan
mobilitas peyandang disabilitas kurang layak dimana sebagian besar
hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui. Hal ini membuat
penyandang disabilitas kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan
serupa dan bahkan dikatakan bagus. Dalam hal ini aksessibilitas,
ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat

terbatas di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa proses

V

%0 Mustofa Hasan, Aplikasi teori politik islam perspektif kaidah-kaidah fikih, MADANIA
XVII, No.1, Juni 2014, him 98

nery wisey awﬁig ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

33

pelaksanaan peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tidak dapat dijalankan dengan baik.
Standar yang telah ditetapkan belum dilaksana dengan benar, masih bantak
Implementasi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.™

Sedangkan perbedaannya dari skripsi penulis yaitu skripsi penulis
membahas tentang bantuan sosial untuk penyandang disabilitas menurut
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas. persamaan nya yaitu sama-sama
ingin mensejahterakan penyandang disabilitas dalam akses, jaminan,
rehabilitas maupun yang lainnya.
Endang Sri Lestari (2018) “Tentang Implementasi Undang-undang No 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung
perolehan hak aksesbilitas di Kabupaten Magelang” Hasil dari penelitian
ini yaitu dalam pemenuhan hak asesbilitas bagi penyandang disabilitas
Dinas Pekerja Umum Kabupaten Magelang telah beberapa pembangunan
trotoar Kota Mungkid, dibuat sejak tahun 2013, Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang, Kantor  Dinas Perpustakaan dan kearsipan
kecamatan Muntilan dan beberapa gedung pelayanan publik yang telah
memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial
Kabupaten Magelang sendiri dalam mengatualisasi Undang-Undang

tersebut sudah beberapa yang terlaksana seperti pemberian alat bantu dan

S ufe}[ng Jo AJISIDATU() dIWIR[S] d)e}§

S'Agnesia Allensky, “ Implementasi Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Pedlndungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas di Pekanbaru (Studi kasus penyediaan
AkSbssibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)”JOM FISIP VOL 4 No. 1 _ Februari
2017.
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member jaminan sosial kepada Penyandang disabilitas serta memfasilitasi
pelatihan keterampilan yang bekerjasama dengan LPK POPBAYO
Muntilan dan Paguyuban WARSAMUNDUNG. Faktor yang menjadi
penghambat pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang disabilitas
belum adanya turunan dari undang-undang tersebut, sehingga Pemerintah
Kabupaten Magelang segera membuat aturan atau payung hukum bagi
penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang dan lebih lanjut
Pemerintah Kabupaten Magelang bisa berinovasi lebih luas dalam
mengemban amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas.>?

Persamaan dari skripsi Endang Lestari ini yaitu membahas tentang
penyandang disabilitas dan bagaimana peran Dinas Sosial dalam hal
ini,dan menigkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Nurul Nabila (2021) “ Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketersediaan Lapangan kerja bagi Penyandang
disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut pandangan Figih Siyasah” Hasil
dari penelitian ini yaitu bahwa upaya Dinas Sosial dalam menyediakan
lapangan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2013 diantaranya ; (i) membuat program pelatihan
keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk penyandang
disabilitas di Kota Pekanbaru; serta (i) memberi pelatihan

mengoperasikan komputer untuk penyandang disabilitas Kota Pekanbaru.

nery wisey

*2Ending Sri Lestari, 2018.“Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Teﬁiang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesbilitas Di
KaBlUpaten Magelang”.Skripsi. Magelang :Universitas Muhammadiyah Magelang
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Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang
disabilitas diantaranya;(i) kurangnya kemauman dari pihak penyandang
disabilitas untuk melaksanakan program dan (ii) Dinas sosial masih sulit
memasarkan produk hasil pelatihan penyandang disabilitas. Tinjuan Figih
Siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah
yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyat. Segala upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari
Penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan Siyasah
Dusturiyah karena penguasa sudah mensejahterakan umatnya walaupun
masih ada kendala.>®

Persamaan dari skripsi Nurul Nabila ini sama-sama meneliti
tentang penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
perlindugan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.sedangkan
pembedanya skripsi Nurul Nabila membahas tentang Ketrenagakerjaan
bagi penyandang disabilitas sedangkan penulis membahas mengenai
bantuan sosial.
Novindry Dian Anggraini (2019) “tentang Analisis Hukum Positif dan
Hukum Islam terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU
No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas” hasil penelitiannya
yaitu ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal dikarenakan

Agluej[ng jo &JISIBAIUQ dTUIR]S] 3}€}S

*% Nurul Nabila,2021,” Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

ter&hng Ketersediaan Lapangan kerja bagi Penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut
paRdangan Figih Siyasah”. Skripsi.Pekanbaru : UIN SUSKA.
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penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan program
bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak
tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak
menerimanya yang disebabkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampug tidak
amanah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam juga menjelaskan
Allah melarang manusia untuk membeda-bedakan antara sesama manusia
latar belakang, pendidikan, kemampuan fisik sesorang, tetapi yang
membedakan hanya aspek ketakwaan maka allah menyukai orang yang
berlaku adil yang disebutkan dalam Q.S An-Nissa 58.>*

Dalam skripsi Novindry Dian Anggraini ini membahas tentang
jaminan sosial bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif dan
hukum islam dalam Undang- undang No.8 Tahun 2016 sedangkan skripsi
penulis kan mambahas tentang bantuan sosial dalam Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 yang di analisi menggunakan teori figih dusturiyah
sehingga ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep siyasah.

Abdi Satriawansya (2020) “ tentang Implementasi Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar
disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam program
keterempilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi” hasil penelitiannya
yaitu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi ini adalah
pelatihan keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat

bantu dan uang, akan tetapi belum efektif karena masih banyak

Agluej[ng jo A31SIdATU) DTUIR]S] d)¥}S
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**Novindry Dian Anggraini,2019, « Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam

terﬁadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang
disabilitas”. Skripsi. Kota Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung
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penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan dari dinsos Kota
Jambi, dan kendala dalam melaksanakan program keterampilan disabilitas
di Dinas Sosial Kota Jambi yaitu : peralatan yang kurang, bantuan dari
pusat tidak sepenuhnya, dan susahnya mengumpulkan penyandang
disabilitas, mereka yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri,
berani, mampu bersosialisasi dengan baik, bahkan mendapatkan
penghasilan dari keterampilan yang mereka buat, namun demikian adapun
kendala yang dihadapi yaitu peralatan khusus bagi penyandang disabilitas
belum terlalu banyak, disabilitas tidak percaya diri dengan kondisi mereka,
dapat dikatakan sudah dilaksanakan akan tetapi masih ada yang belum
efektif.”

Dalam skripsi Abdi Satriawansya membahas mengenai pelatihan

keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat bantu dan uang

dan standar disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas walupun

sama-sama membahas penyandang disabilitas sedangkan skripsi penulis

TS

me

mbahas tentang bantuan sosial yang di analisi menggunakan teori figih

usturiyah sehingga ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep siyasah
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$Abdi Satriawansya,2020, “ tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang
disgbilitas dalam program keterempilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi”. Skripsi.Jambi :
UIN;Sulthan Thaha Saifuddin.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam

lw ejydio jeH @

mg:adapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu atau cara sistematis untuk menyusun

n

i|rEl pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk
penelitian.®® Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian
w

inbmaka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:
py)

Q
ASJenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu suatu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala
objek yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan
laporan ilmiah.’Berdasarkan pengertian ini, penelitian lapangan merupakan

penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dalam

I 23e}
:
S
S
2
5

ﬁls

B.—1_okasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis penelitian ini

I drw

dilakukan di Kecamatan Tualang.Karena selain mempermudah penelitian

ISI9A

penulis juga bertempat tinggal disana.

% Suryana, Metodologi Penelitian, model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif,
Untversitas pendidikan Indonesia 2010, him 16.

" Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: PT. Rineka cipta, 2011 ), him.96.
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@)

CXLSubjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten

e(})d!o e

lak.Adapun objek dalam penelitian ini adalah perlindungan dan

§pemberdayaan penyandang disabilitas. Alasan penulis melakukan penelitian

~ini terkait dengan upaya Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
=

—18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan penyandang

() I .
disabilitas di Kecamatan Tualang.

w
=

jeb)
D—Populasi dan Sampel

g Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteris tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.®® Adapun
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yaitu 1
orang kepala seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas sosial, 1
orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tualang (TKSK), 1 orang
ketua himpunan wanita penyandang cacat Indonesia ( HWPCI), dan 1 orang
gpenyandang disabilitas. Sempel adalah bagian kecil dari anggota populasi

(¢]
~yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

IS

e

Sampel yang di gunakan adalah Purposive sampling®adalah peneliti

—menentukan sendiri sempel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu,

DI

=
=jadi sempel tidak diambil secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti.

%8sandu Siyoto dan Ali Sodik,Dasar Metodologi Penelitian,( Yogyakarta : Literasi Media
Publishing,2015), him 63.
**Ibid ,him 64
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©
E.mISumber dan Jenis data

G
o Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian
o
gSumber data dibagi 2 yaitu:
31. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau
z objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di
< peroleh dari wawancara dan kajian pustaka yang berkenaandengan yang
w
5 diteliti. Data primer di dapat dari sumber informaan yaitu individu atau
—~
; perseorangan seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan
g pihak Dinas Sosial dan di Kecamatan Tualang.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.®® Pengumpulan
data sekunder dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip,
dan menelaah literatur-literatur yang menunjang dan hasil-hasil penelitian
yang berkaitan dengan Perlindungan dan pemberdayaan penyandang

g'? disabilitas di kecamatan Tualang.
o
@
F.%'TMetode Pengumpulan Data
Z'Dalam penelitian ini data primer dapat berdasarkan beberapa cara yaitu:
= o . ’ . .
=1. Observasi yaitu suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan
(g°]
-
;. untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau menjawab pertanyaan
]
S penelitian.
wn
=
Y
=)
—

G

%|gbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta
{lia Indonesia, 2002),hIm.82
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Wawancara, dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan
dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat
bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial dan di
Kecamatan Tualang

Dokumentasi, dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat,

pengumuman, iktisar rapar, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan

nery exsng NInMliw eydio ey @

bahan-bahan tulisan lainnya. ®

G. Metode Analisis Data
Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, Dalam hal
analisis data kualitatif. Bodgon menjelaskan bahwa analisis adalah proses
mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami,

an temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.® Dalam menganalisa

g!_SI aé_l?]S

ata penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara

e

~penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang

n

Edinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang
E nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.®®
Proses analisis dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari

erbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian

81 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif ( Yogyakarta : Graha
2006), him.224-225.

825ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2014).cet.ke-5 him.64.

%% Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineke Cipta,2000), him.15
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©
mIdirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis
;_sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang
o
oditeliti.
=

H;?Metode Penulisan

g Setalah memperoleh daya guna kepentingan penelitin ini, maka penulis
g)menggunakan metode sebagai berikut:
o
©1. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan
? kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara
i khusus.

2. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang
berhubungan dengan masalah yang di teliti dengan menggunakan kaidah-
kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat
umum.

3. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menembahkannya

sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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BAB V
PENUTUP

A" Kesimpulan

w

no
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Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai Implementasi

eraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan
an pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tualang menurut

erspektif Figih siyasah sebagai berikut:

Pelaksanaan Peraturan Derah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilakuka oleh
Dinas Sosial dengan cara memberikan alat bantu pendengaran, kursi roda
dan melaksankan program-program seperti pelatihan keterampilan berupa
keterampilan menjahit dan juga memberikan bantuan sosial akan tetapi
belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang diharapkan.

Penyebab munculnya penyandang disabilitas yang belum mandiri di
Kecamatan Tualang yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor
kondisi daerah.Hambatan dalam Peraturan daerah ini antara lainkurangnya
koordinasi karena koordinasi sangat penting adanya agar tercipta suatu
target pekerjaan, pembaharuan data yang belum teperbaharui, kurangnya
sosialisasi dari Dinas Sosial, kurang maksimalnya Pelatihan skil,
kurangnya sumber daya manusia pada satuan kerja Dinas Sosial
menjadikan organiasi kurang efektif dalam pergerakannya, perencanaan
dan tujuan organisasi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang

meminta-minta di jalan, pasar,maupun di lampu merah.
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©
m33. Tinjauan Figih siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan
; Daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan
E’ pemberdayaan penyandang disabilitas pada pasal 41 mengenai bantuan
2 sosial sesuai dengan kaidah-kaidah Figih siyasah. Figih siyasah dalam
Z pemasalahan ini berbicara tentang Siyasah dusturiyah, kebijakan dibuat
i untuk kemaslahatan umat. Segala upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial
‘E_ Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang menujukkan sudah sejalan dengan
Q;E; Siyasah dusturiyah karena penguasa berusaha untuk mensejahterakan
g umatnya, tetapi masih ada kendala.
B. Saran

Dinas Sosial Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Tualang
disarankan dalam pelaksanaanya untuk penyandang disabilitas agar dapat
memberikan pelatihan keterampilan dengan waktu yang lebih lama agar

wpenerimaan pelatihan dapat menerapkannya dalam membuka usaha, supaya

0. . . o .
~tidak ada penyandang disabilitasn yang meminta-minta dan mengharapkan

&7l

elaskasihan orang lain, juga memberikan sosialisasi kepada keluarga

Jrure

penyandang disabilitas rehabilitasi sangat penting bagi penyandang disabilitas

i

dan sangat bermanfaat.

Bagi masyarakat dan Mahasiswa yang berada di Kecamatan Tualang

0 A31S19A

tidak ada lagi yang memandang rendah penyandang disabilitas hanya mereka

erbeda dengan yang lain, pada hakikatnya manusia sama di mata Tuhan.

ue[ng j

Karena itu kita harus memberikan dukungan untuk mereka agar semangat dan
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mau berusaha dan merubah nasib mereka walaupun memiliki

oketerbatasan fisik, dan bisa merekomendasikan penyandang disabilitas yang
mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pelatihan keterampilan.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yang

te;@apat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum di atas. Adapun

dagar pedoman wawancara ini sebagai berikut:
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Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaan perda ini ?

Misalkan masih ada penyandang disabilitas yang melakukan, seperti
meminta-minta di jalan atau lain sebagainya, bagaimana kebijakan dari

Dinas Sosial?

Apa saja program yang telah dilaksanakan dan bantuan apa saja yang telah
diberikan?

Ada berapa peyandang disabilitas khususnya di Kecamatan Tualang?
Apa kendala Dinas Sosial dalam melakukan Perda ini?

Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan Perda ini?

Bagaimana solusi dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas?
Bagaiman peran Kecamatan bagi penyandang disabilitas?

Apakah sudah terlaksana jaminan sosial/bantuan sosial yang telah di
tetapan oleh Perda Nomor 18 tahun 2013 ini?

. Meenurut bapak apa saja penyebab penyandang disabilitas yang belum

mandiri?
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Ngma : Dian Nopita Sari

NIM : 11820424585

Juthsan : Hukum Tata Negara (Sivasah)

Jlglul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tualang Menurut
Perspektif Figih Sivasah

Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, MLLAg

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman

yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 April 2022
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- Muohon lzin Riset

Képada
Y. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
P@Evinsi Riau
(D
Salamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

xsm

L Riversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
A
g Nama - DIAN NOPITA SARI
NIM 11820424585
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Kecamatan Tualang

2. Dinas sosial Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
val surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
lulk an izin guna terlaksanya riset dimaksud.
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Demikian disampaikan. terima Kasih.
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
Ji. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PE K AN B A R U Email
: dpmptsp@riau.go.id
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g © REKOMENDASI
g = § Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46251
e — TENTANG
aa B
D & = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
; 3 —_ DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
T o 1.04.02.01
K‘epﬂa Dingg Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat

&

honan Rgset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
IF.IIPP.Ugé9110812I2021 Tanggal 21 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

2

1. Naina . DIAN NOPITA SARI

2. NiMy/ KTP . 11820424585

3 Pr@ram Studi : HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH)

4. Jemjang : St

5. Alamat . PERAWANG

6. Judul Penelitian . IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

7. Lokasi Penelitian . 1. DINAS SOSIAL KABUPATEN SIAK
2. KECAMATAN TUALANG
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ngan ketentuan sebagai berikut:
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ﬁgak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
. Bplaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

= lgnggal rekomendasi ini diterbitkan.
;8— pada pih@R yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
g @K yang P P
° Fenelitian d'_:;_n Pengumpulan Data dimaksud.
SC o
(=

E %mikian r%eomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
= = Jud
=) I
® 2 = Dibuat di . Pekanbaru
T g_ = Pada Tanggal : 27 Desember 2021
Y =
o = Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
= i 0 —— Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
o < ———
- o DPMl | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
S 2 PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
c o ememmmed PROVINSI RIAU
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Efsampaikan Kepada Yth :

" Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Siag

Up. Kabarﬁ(esbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura

Dekan Fa@tas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru .

Yang Bergingkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemda Kab. Siak - Sei. Betung
Kecamatan Siak Kabupaten Siak - Provinsi Riau

: © Si . o
iak Sri Indrapura - Kode Pos 28671
e e P
T o o O
g’ = Siak Sri Indrapura, ¥9 Januari 2021
9 o
5 o Kepada Yth: ‘
ENomor+ : 460/DINSOS/ B Bapak/Ibu Rektor UIN Suska Riau
é!.ampﬁ’an ‘-
gl’crih@_ : Balasan Permohonan Riset. di-
& — Pekanbaru
3 =
b
(= =
=1 —
5 = . .
B Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal ' darl
- » Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : S03/DPMPTSP/NON IZIN-
g RISET/46251, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data
= Untuk Bahan Skripsi.
jeb)
) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Siak bersama
5 ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :
= Nama - DIAN NOPITA SARI
NIM/KTP ;11820424585
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Program Studi  : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Judul Penelitian : IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI
KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Dapat kami terima untuk melaksanakan riset di Dinas Sosial dan Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak terhitung tanggal 11 Januari 2022- sampai selesai.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

INAS SOSIAL

KEPALA

I.

/S. Sos.,MM
A(IV/)
228200212 1 006

\':\; Pembina\
=NIP, 197



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG

Jin, Rayn Perawnng KM, 10 telp/Eey, (0761) 320944 p

erawnng 24772

eSS e

Perawang, 18 Januari 2022

Nomor : 070/REKOM-RISET/002/2022 Kepada Yth.
Ltampiran . - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Perihal Rekomemdasi Riset UIN SUSKA

Di -

PEKANBARU

Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomaor
071/Kesbangpol/340 tanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi Riset dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama :  DIAN NOPITA SARI

NIM . 11820424585

Jurusan . HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : 81

Judul Penelitian * IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN TUALANG MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Bahwa nama yang tersebut diatas akan melaksanakan Kegiatan Penelitian
di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat
mengikuti ketentuan Protokol Covid 19.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

e
< NiP. 19691104 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yih
1. Penghulu Kampung Maredan Barat
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip




© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
an .n..n.u a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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DIAN NOPITA SARI , lahir pada tanggal 28
November 1999 di Perawang , Penulis merupakan anak
pertama dari 1 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak
Noferi Iswandi dan Ibu Yulinen Rita, penulis bertempat
tinggal di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak,
Provinsi Riau, penulis telah menempuh pendidikan formal SD N 014 Tualang
paga tahun 2007 dan selesai pada Tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan
Sl\jP Negeri 7 Tualang pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, kemudian penulis
melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Tualang pada tahun
2015 dan selesai pada tahun 2018, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan

perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas

Syariah dan Hukum, mengambil Program studi Hukum Tata Negara ( Siyasah)

pada tahun 2018.
S
Y] o 0 .
o  Pada tanggal 19 April 2022, penulis melaksanakan sidang Munagasyah

Prﬁgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum

I

UBN Suska Riau dengan judul skripsi “ IMPLEMENTASI PERATURAN
DECERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PéRLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DEABILITAS DI KECAMATAN TUALANG MENURUT PERSPEKTIF

wn
FEQIH SIYASAH” dan dinyatakan Lulus dengan IPK 3,51 perdikat sangat

e

m@;nuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
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